DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ali, Achmad. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan
(Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang
(Legisprudence), (Jakarta,: Kencana, 2009).

Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

Asshiddigie, Jimly. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, (Jakarta:
Konstitusi Press, 2005).

C.F. Strong, Modern Political Constitutions: Konstitusi-Konstitusi Modern:
Studi Perbandingan tentang Sekajar dan Bentuk, (Bandung: Nusa
Media, 2011).

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia,
(Jakarta: Balai Pustaka, 1997).

Dirdjosisworo, Soedjono. Pengantar Ilmu Hukum, ( Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada,
2008 ).

Friedman, Lawrence M. Hukum Amerika: Sebuah Pengantar, Terjemahan dari
American Law An Introduction, Edisi ke-2, Alih Bahasa: Wisnu
Basuki, (Jakarta: Tatanusa, 2001).

Girsang, Juniver. Abuse of Power, Penyalahgunaan Kekuasaan Aparat
Penegak Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi,

(Jakarta: JG Publishing, 2012).
Harahap, M. Yahya. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP,

Penyidikan dan Penuntutan, (Jakarta: Sinar Grafik, 2000).

73



Hujibers, Theo. Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah, (Jakarta: Kanisius,
1982).

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2011).

Nasution, Adnan Buyung. Negara Hukum Konstitusionalisme, (Jakarta:
Rajawali Press, 1996).

R., Ridwan H. Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).

Sasongko, Wahyu. Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen,
(Lampung: Universitas Lampung, 2007).

Simorangkir, J.C.T. Hukum dan Konstitusi Indonesia, (Jakarta: Gunung
Agung, 1983).

Sumitro, Roni Hanitijo. Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta:
Ghalia, 1990).

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu
Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)

Wijayanti, Asri. Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, (Jakarta: Sinar

Grafika, 2009).

B. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi

74



Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi

C. Jurnal

Ateng Syafrudin, “Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih
dan Bertanggungjawab”, Jurnal Pro Justisia, Edisi 1V, (Bandung:
Universitas Parahyangan, 2000).

B. Arief Sidharta, “Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum”, dalam Jentera
(Jurnal Hukum), “Rule of Law”, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan
(PSHK), Jakarta, 2004.

Fence Wantu, “Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim ”, Jurnal
Berkala Mimbar Hukum, VVolume 19, (Yogyakarta: Universitas Gadjah
Mada, 2007).

D. Internet

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan HAM R, Selayang
Pandang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
https://Isc.bphn.go.id/uploads/919381 leaflet 6.pdf, diakses tanggal 21

September 2021

Heru Febrianto, “Dukung MP3EI, Garuda kembangkan rute Indonesia Timur”,
Sindo News.
https://ekbis.sindonews.com/berita/802637/34/dukungmp3ei-garuda-
kembangkan-rute-indonesia-timur, diakses pada tanggal 28 November

2024.

75



Rasamala Aritonang, Hukum Online, Pedoman Pemidanaan: Kepastian atau

Keadilan? , Pedoman Pemidanaan: Kepastian atau Keadilan?, diakses

tanggal 11 Oktober 2024,

76



